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 Penelitian ini bertolak adanya suatu putusan hakim Pengadilan Agama 

Sampang yang memutuskan untuk memberikan radd harta warisan terhadap 

seorang isteri. Dasar pijakannya adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 193. 

Berdasarkan pendapat Ali bin Abu Thalib bahwa radd itu dapat diberikan kepada 

seluruh ahli waris ash-âbal-furūḍ selain suami dan isteri. Beliau berpendapat 

bahwa radd merupakan hak para ahli waris yang mempunyai hubungan darah 

dengan mayit, sebagaimana diketahui bahwa hak pusaka suami isteri bukan 

karena adanya sebab perhubungan darah, tetapi karena adanya sebab perkawinan. 

Berdasarkan putusan tersebut, penulis ingin mengetahui pendapat para hakim di 

Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap pemberian radd tersebut. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat para hakim 

Pengadilan Agama Banjarmasin tentang pemberian radd harta warisan terhadap 

suami atau isteri dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 193. Selain itu penulis 

juga ingin mengetahui landasan atau dasar pemikiran dari para hakim mengenai 

pendapat mereka tersebut. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserach) yang bersifat 

kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Agama Banjarmasin yang 

beralamat di Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode Pos 70234. Sedangkan 

yang menjadi subjek penelitian adalah tiga orang hakim yang menjadi objek 

penelitian adalah pendapat para hakim mengenai pemberian radd terhadap suami 

atau isteri menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 193. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis 

secara kualitatif. 

Melalui teknik analisis kualitatif, penelitian ini menghasilkan dua variasi 

pendapat, yaitu dua orang hakim menyetujui bahwa isteri atau suami berhak untuk 

mendapatkan sisa harta berlebih setelah dibagi dengan ahli waris. Mereka 

mengacu pada pemikiran sahabat Utsman bin Affan, dan sependapat dengan 

Kompilasi Hukum Islam pasal 193. Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan 

mereka sangat tepat diterapkan di tengah kehidupan masyarakat yang masih erat 

sistem kekeluargaan, sebagaimana kultur masyarakat di Indonesia.  

Sedangkan seorang hakim tidak setuju apabila seorang suami atau isteri 

mendapatkan bagian tersebut. Yang berhak adalah mereka yang berdasarkan 

hubungan nasabiyah bukan karena sababiyah, seperti adanya sebab pernikahan. 

Mengenai pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, hakim ini sangat bertentangan 

dengan apa yang termuat di dalamnya yang memberikan  celah agar suami 

ataupun isteri mendapat radd harta warisan. Seharusnya penetapan suatu hukum 

harus berdasarkan pendapat terbanyak, sebagaimana pendapat para sahabat dan 

jumhur ulama, di mana suami maupun isteri tidak berhak mendapatkan bagian 

radd harta warisan. 


